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Introduction: The increase in the purse seine fishing fleet and the decline in tuna production will have an

impact on the decline in CPUE (Catch Per Unit Effort) per year. The CPUE trend that continues to decline

every year is feared to have a negative impact on fish resource stocks and even the tendency of overfishing.

Therefore, to overcome the existing problems, an integrated approach to fisheries management is needed

through the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM). This study aims to assess the status

and formulate management actions for tuna fisheries based in the Pasongsongan Coastal Fishing Port

(PPP), Sumenep Regency. Methods: The types and sources of data used in this research are primary and

secondary data. Primary data were collected through survey and observation methods. Interviews were

conducted with 40 randomly selected purse seine fishermen respondents, as well as 1 employee of the

Sumenep District Fisheries Office. Secondary data were collected through existing data such as tuna catch,

number of trips, number of purse seine fleets, fish prices. Analysis was conducted through an indicator

approach using the Multi Criteria Analysis (MCA) approach. Results: The results of the analysis show that

the institutional domain shows a very good status, while for the domains of fish resources, fishing

techniques, and social with good status, then the economic domain has a moderate status. Conclusion:

Based on these indicators, the management status of tuna resources based in the Pasongsongan Coastal

Fishing Port is generally in good condition.
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Pendahuluan: Peningkatan armada penangkapan purse seine dan penurunan produksi ikan tongkol

tersebut akan berdampak terhadap penurunan nilai CPUE (Catch Per Unit Effort) per tahun. Tren CPUE

yang terus menurun setiap tahunnya dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap stok sumber daya

ikan bahkan kecenderungan terjadi overfishing. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang ada

diperlukan suatu pendekatan pengelolaan perikanan secara terintegrasi melalui pendekatan Ecosystem

Approach to Fisheries Management (EAFM). Penelitian ini bertujuan menilai status dan merumuskan

tindakan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Metode: Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini

berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui metode survei dan observasi.

Wawancara dilakukan terhadap responden nelayan purse seine yang dipilih secara acak sebanyak 40

orang, serta 1 pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. Data sekunder dikumpulkan melalui data

yang sudah ada seperti hasil tangkapan ikan tongkol, jumlah trip, jumlah armada purse seine, harga ikan.

Analisis dilakukan melalui pendekatan indikator menggunakan pendekatan Multi Criteria Analysis (MCA).

Hasil: Hasil analisis menunjukkan domain kelembagaan menunjukkan status sangat baik, sementara untuk

domain sumber daya ikan, teknik penangkapan ikan, dan sosial dengan status baik, selanjutnya domain

ekonomi berstatus sedang. Kesimpulan: Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka status

pengelolaan sumber daya ikan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan secara

umum berada dalam kondisi yang baik.

Sitasi: Farizi, W. A., Wardani, M. P., Primyastanto, M., Supriyadi, S., Ghufron, M., & Wijaya, A. R. F. (2023). Status pengelolaan perikanan tongkol

yang berbasis di PPP Pasongsongan Sumenep, Jawa Timur : suatu pendekatan ekosistem. Agromix, 14(2), 199-214.
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PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Pengelolaan perikanan
yang berkelanjutan merupakan upaya menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan yaitu aspek biologi,
aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi (BBRSEKP, 2021). Menurut Charles (2001), bahwa pengelolaan
sistem perikanan tidak dapat dipisahkan dari tiga komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu (1)
komponen sumberdaya dan ekosistemnya; (2) komponen pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan
sosial dan ekonomi masyarakat; dan (3) komponen tata kelola perikanan itu sendiri. Pengelolaan perikanan tidak
terlepas dari permasalahan yang kompleks, artinya ada keterkaitan antara aspek yang satu dengan lainnya.

Berdasarkan Permen KP 18/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana
perairan Indonesia terbagi menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia (WPPNRI), salah
satunya WPPNRI 573 yang meliputi Samudera Hindia bagian Selatan Jawa dan WPPNRI 712 yang meliputi Laut Jawa.
Nelayan yang berbasis di WPPNRI 573 dan 712 khususnya Jawa Timur termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai
Pasongsongan, Kabupaten Sumenep melakukan aktivitas penangkapan di perairan Laut Jawa. Alat penangkapan ikan
yang dominan digunakan adalah purse seine dengan hasil tangkapan ikan pelagis besar seperti ikan tongkol. Ikan
tongkol merupakan spesies ikan yang bersifat oseanik, bermigrasi jauh dengan memiliki sifat bergerombol. Jenis ikan
ini banyak ditemukan di lapisan permukaan, namun mereka dapat berenang sampai pada kedalaman 400 m (Hartaty &
Setyadji, 2016).

Sementara berdasarkan data statistik perikanan periode 2019-2021 di Kabupaten Sumenep produksi ikan tongkol
naik pada tahun 2020 kemudian turun pada tahun 2021 (Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, 2021), sedangkan
produksi ikan tongkol periode 2015-2020 di Jawa Timur bahwa produksi ikan tongkol dalam empat tahun terakhir
cenderung menurun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Peningkatan armada penangkapan purse seine dan
penurunan produksi ikan tongkol tersebut akan berdampak terhadap penurunan nilai CPUE (Catch Per Unit Effort) per
tahun. Apabila tren CPUE setiap tahunnya terus menurun dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap stok
sumber daya ikan bahkan kecenderungan terjadi overfishing (NWG-EAFM, 2014). Berdasarkan KEPMEN KP Nomor
50/2017, status pemanfaatan ikan pelagis besar di WPPNRI 573 juga sudah mencapai status over exploited dengan
tingkat pemanfaatan 1,06 upaya penangkapan harus dikurangi, dan di WPPNRI 712 sudah mencapai status fully
exploited dengan tingkat pemanfaatan 0,63, artinya upaya penangkapan yang sudah optimal dan pemanfaatannya
perlu dilakukan dengan monitor ketat. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang ada diperlukan suatu
pendekatan pengelolaan perikanan secara terintegrasi.

EAFM adalah kebijakan pengelolaan perikanan baru, yang dimulai dengan ekosistem dan pada dasarnya
membalikkan urutan prioritas pengelolaan selama ini yang bermula dari spesies target (Pikitch dkk., 2004). Selain itu,
EAFM membutuhkan pengelolaan interaksi antara inti perikanan, ikan dan nelayan, dan elemen ekosistem lainnya,
termasuk sistem manusia yang relevan dengan pengelolaan (Hiew, 2012).

Sejauh ini beberapa penelitian terdahulu terkait pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem telah
dilakukan (Budiarto dkk., 2015; Ninef dkk., 2019; Yuliana dkk., 2019; Alsolami dkk., 2020) namun belum dilakukan pada
perikanan tongkol secara spesifik. Selain itu penelitian terkait perikanan tongkol belum dibahas secara komprehensif
dan masih dilakukan secara parsial (Ardelia dkk., 2017; Pratama dkk., 2020; Roni dkk., 2021). Kurangnya informasi
ilmiah mengenai pengelolaan perikanan tongkol secara terintegrasi merupakan alasan pentingnya penelitian tentang
keberlanjutan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan,
Kabupaten Sumenep dengan pendekatan EAFM ini. Penelitian ini bertujuan menilai status pengelolaan perikanan
tongkol di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dengan pendekatan EAFM, dan
merumuskan tindakan pengelolaan perikanan tongkol di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan, Kabupaten
Sumenep.

METODE

Waktu dan tempat penelitian

Lokasi penelitian di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan pertimbangan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan
merupakan sentra pendaratan ikan tongkol dengan alat tangkap purse seine di Kabupaten Sumenep. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2022.

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan pada penelitian berupa data primer dan sekunder. Data primer
dikumpulkan melalui metode survei dan observasi. Metode survei dilakukan dengan teknik wawancara, pengambilan
contoh dan pengukuran hasil tangkapan. Wawancara dilakukan terhadap responden nelayan purse seine yang dipilih
secara acak sebanyak 40 orang dan jumlah ini dianggap representatif dengan populasi yang relatif homogen, serta 1
pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. Data sekunder dikumpulkan melalui data yang sudah ada seperti hasil
tangkapan ikan tongkol, jumlah trip, jumlah armada purse seine, harga ikan.
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Metode analisis data

Analisis status pengelolaan perikanan tongkol dilakukan dengan metode analisis EAFM (Andrianto dkk., 2012;
Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013; NWG-EAFM, 2014). Analisis ini dilakukan melalui pendekatan indikator
dan penilaian dilakukan dengan menggunakan 30 indikator yang dikelompokan dalam 6 domain, yaitu: sumber daya
ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Setiap indikator memiliki
kriteria dan bobot penilaian yang berbeda (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2013; NWG-EAFM, 2014).

Tabel 1. Kriteria masing-masing indikator EAFM
Indikator Deskripsi Kriteria
Domain Sumber Daya Ikan
Tren CPUE Hasil tangkapan per upaya

penangkapan (kg/trip)
1 = CPUE menurun tajam (>25%)
2 = CPUE menurun sedikit (<25%)
3 = CPUE stabil atau meningkat

Ukuran Ikan Perubahan ukuran ikan 1 = ukuran ikan semakin kecil
2 = ukuran relatif tetap
3 = ukuran ikan meningkat

Proporsi yuwana yang
tertangkap

Persentase ikan yuwana dari
hasil tangkapan suatu alat
tangkap tertentu

1 = banyak sekali (>60%)
2 = banyak (30-60%)
3 = sedikit (<30%)

Komposisi hasil
tangkapan

Ukuran biomassa spesies
tertentu yang menjadi target
tangkapan dari suatu alat
tangkap tertentu

1 = proporsi target lebih sedikit (<15% dari
total volume)

2 = proporsi target sama dengan non target
3 = proporsi target lebih banyak (31% dari

total volume)
Range collapse Pengurangan drastis daerah

penangkapan ikan tongkol
1= fishing ground semakin sangat jauh
2= fishing ground semakin jauh
3= fishing ground relatif tetap

Spesies ETP Spesies yang populasi
jumlahnya yang berkuran dan
keberadaannya yang terancam
punah sehingga perlu untuk
dilindungi

1 = terdapat individu ETP yang tertangkap
namun tidak dilepas

2 = tertangkap tetapi dilepas
3 =tidak ada individu ETP yang tertangkap

Domain Teknik Penangkapan Ikan
Metode penangkapan
yang bersifat destruktif
dan ilegal

Metode penangkapan yang
dapat mengakibatkan
kerusakan secara langsung
terhadap SDI

1 = pelanggaran >10 kasus per tahun
2 = pelanggaran 5-10 kasus per tahun
3 = pelanggaran <5 kasus per tahun

Modifikasi alat tangkap
dan alat bantu
penangkapan

Penggunaan alat penangkapan
yang tidak sesuai dengan
peraturan dan menimbulkan
dampak terhadap SDI

1 = lebih dari 50% ukuran target
spesies<Lm

2 = 25-50% ukuran target spesies <Lm
3 = <25% ukuran target spesies <Lm

Kapasitas penangkapan Jumlah hasil tangkapan ikan
maksimum yang dapat
dihasilkan pada periode waktu
tertentu oleh satu kapal bila
dioperasikan secara penuh.

1 = rasio <1
2 = rasio =1
3 = rasio >1

Tingkat selektivitas
penangkapan

Aktivitas penangkapan yang
dikaitkan dengan luasan,
waktu, dan keragaman hasil
tangkapan

1 = rendah >75%
2 = sedang, 50-75%
3 = tinggi (kurang dari 50%)

Kesesuaian fungsi dan
ukuran kapal dengan
dokumen legal

Sesuai atau tidaknya fungsi
dan ukuran kapal dengan
dokumen legal

1 = kesesuaiannya rendah (>50% sampel
kapal tidak sesuai dengan dokumen)

2 = kesesuaiannya sedang (30-50%)
3 = kesesuaiannya tinggi (<30%)

Sertifikat awak kapal
perikanan sesuai dengan
peraturan

Kualitias kecakapan awak
kapal perikanan

1 = kepemilikan sertifikat <50%
2 = kepemilikan sertifikat 50-75%
3 = kepemilikan sertifikat >75%

Domain Ekonomi
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Indikator Deskripsi Kriteria
Pendapatan rumah
tangga RTP

Pendapatan total ABK yang
dihasilkan dari usaha ABK dan
non perikanan

1 = <UMP
2 = sama dengan rata-rata UMP
3 = > dari UMP

Kepemilikan aset Rasio/perbandingan tabungan
terhadap pendapatan bersih

1 = nilai aset berkurang (lebih dari 50%)
2 = nilai aset tetap (kurang dari 50%)
3 = nilai aset bertambah (di atas 50%)

Domain Sosial
Partisipasi pemangku
kepentingan

Keterlibatan pemangku
kepentingan

1 = < dari 50%
2 = 50-100%
3 = 100%

Konflik nelayan Konflik mencakup konflik SDI,
konflik keamanan, maupun
konflik antar lembaga

1 = >5 kali/tahun
2 = 2-5 kali/tahun
3 = < 2 kali/tahun

Pengetahuan lokal
terhadap pengelolaan
perikanan

Pemanfaatan pengetahuan
lokal yang berkaitan dengan
pengelolaan perikanan

1 = tidak ada
2 = ada tapi tidak efektif
3 = ada dan efektif digunakan

Domain Kelembagaan
Tingkat kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip
perikanan yang
bertanggung jawab

Tingkat kepatuhan terhadap
prinsip-prinsip perikanan yang
diadopsi dari CCRF baik secara
formal maupun secara non
formal

1 = lebih dari 5 kali terjadi pelanggaran
hukum dalam pengelolaan perikanan;

2 = 2-4 kali terjadi pelanggaran hukum;
3 = kurang dari 2 kali pelanggaran hukum
Non formal
1 = lebih dari 5 informasi pelanggaran,
2 = lebih dari 3 informasi pelanggaran,
3 = tidak ada informasi pelanggaran

Kelengkapan aturan main Kelengkapan kebijakan dalam
pengelolaan perikanan yang
mencakup segala domain
EAFM

Kelengkapan penegakan
kebijakan dan efektivitasnya

1 = tidak ada regulasi hingga tersedianya
regulasi pengelolaan perikanan yang
mencakup dua domain;

2 = tersedianya regulasi yang mencakup
pengaturan perikanan untuk 3 – 5
domain;

3 = tersedia regulasi lengkap untuk
mendukung pengelolaan perikanan dari
6 domain

1 = tidak ada penegakan aturan main;
2 = ada penegakan aturan main namun

tidak efektif;
3 = ada penegakan aturan main dan efektif

Mekanisme pengambilan
keputusan

Mekanisme atau tata cara
pengambilan
keputusan (SOP) dalam
pengelolaan perikanan

1 = tidak ada mekanisme pengambilan
keputusan;

2 = ada mekanisme tapi tidak berjalan
efektif;

3 = ada mekanisme dan berjalan efektif
Rencana pengelolaan
perikanan

Ketersediaan rencana
pengelolaan perikanan

1 = belum ada RPP;
2 = ada RPP namun belum sepenuhnya

dijalankan;
3 = ada RPP dan telah dijalankan

sepenuhnya
Tingkat sinergitas
kebijakan dan
kelembagaan
pengelolaan perikanan

Tingkat sinergisitas lembaga
dan kebijakan yang dibuat
dapat bersinergi antar
kebijakan maupun lembaga
untuk pengelolaan perikanan.

1 = konflik antar lembaga (kebijakan antar
lembaga berbeda kepentingan);

2 = komunikasi antar lembaga tidak efektif;
3 = sinergi antar lembaga berjalan baik

Kapasitas pemangku
kepentingan

Besarnya kapasitas pemangku
kepentingan melalui kegiatan
berkaitan dengan pengelolaan
perikanan

1 = tidak ada peningkatan;
2 = ada tapi tidak difungsikan
3 = ada dan difungsikan

Sumber: NWG-EAFM (2014) (modifikasi)
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Penilaian domain indikator dianalisis menggunakan pendekatan Multi Criteria Analysis (MCA). Pendekatan MCA
menurut Budiarto dkk., (2015) merupakan sebuah rangkaian kriteria yang dibangun sebagai dasar analisis keragaan
melalui pengembangan indeks komposit pada masing-masing indicator di setiap domain. Tahapan-tahapan
pengembangan indeks komposit yaitu penentuan indikator pada masing-masing domain, penyesuaian kriteria
indikator, penentuan bobot indikator, dan penjumlahan nilai indeks indikator. Penentuan nilai kriteria dari setiap
indikator diperoleh melalui skoring berskala Likert berbasis ordinal 1, 2 dan 3 (NWG-EAFM, 2014). Batasan nilai skor
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Batasan nilai skor indikator EAFM
No. Skor Indikator Deskripsi Warna

1 1,00 – 1,50 Rendah
2 1,51 – 2,50 Sedang
3 2,51 – 3,00 Tinggi

Sumber: NWG-EAFM (2014)

Nilai bobot ditentukan berdasarkan besaran kontribusi atau tingkat kepentingan. Nilai skor dan nilai bobot
masing-masing indikator akan dikalkulasikan untuk mendapatkan nilai indeks. Persamaan untuk menghitung nilai
indeks dari indikator menurut sebagai berikut (NWG-EAFM, 2014):

Nilai indeks = skor x 100 x bobot
Keterangan:
Nilai indeks = Nilai indeks indikator ke-i
Skor = Nilai skor indikator ke-i
Bobot = Bobot indikator ke-i

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai skor komposit untuk masing-masing domain EAFM. Menurut
NWG-EAFM (2014), secara sederhana menggunakan persamaan sebagai berikut:

NKi (6)
𝐶𝑎𝑡−𝑖

𝐶𝑎𝑡−𝑚𝑎𝑥  𝑥 100%
Keterangan
NKi = Nilai komposit pada domain ke-i
Cat-i = Nilai total indeks dari semua indikator pada domain ke-i
Cat-max = Nilai maksimal pada domain ke-i

Nilai komposit yang diperoleh akan divisualisasi menggunakan model bendera (flag model) dapat dilihat pada Tabel
3.
Tabel 3. Batasan nilai komposit domain EAFM

Nilai Komposit Model Bendera Deskripsi
1 – 20 Buruk

21 – 40 Kurang Baik
41 – 60 Sedang
61 – 80 Baik

81 – 100 Sangat Baik
Sumber: NWG-EAFM (2014)

Keberhasilan pengelolaan perikanan tongkol sangat ditentukan oleh tindakan pengelolaan. Tindakan pengelolaan
yang direkomendasikan pada penelitian ini berbasis hasil evaluasi status pengelolaan perikanan menggunakan
indikator EAFM. Langkah-langkahnya dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Status pengelolaan perikanan tongkol berdasarkan indikator EAFM;
2. Menentukan titik acuan (reference point) masing-masing indikator EAFM;
3. Menentukan tindakan pengelolaan (management measures) masing-masing domain EAFM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi status pengelolaan perikanan tongkol di Kabupaten Sumenep

Domain sumber daya ikan

Berdasarkan NWG-EAFM (2014), status pengelolaan sumber daya ikan dapat diukur dengan indikator EAFM yaitu:
(1) tren CPUE; (2) ukuran ikan; (3) proporsi yuwana yang tertangkap; (4) komposisi hasil tangkapan; (5) range collapse
dan (6) spesies ETP. Hasil penilaian EAFM pada domain sumber daya ikan dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Hasil penilaian domain sumber daya ikan di PPP Pasongsongan
Indikator Skor Bobot Nilai Indeks

Tren CPUE 2 40 8.000
Ukuran Ikan 2 20 4.000
Proporsi yuwana yang tertangkap 1 15 1.500
Komposisi hasil tangkapan 3 10 3.000
Range collapse 2 10 2.000
Spesies ETP 2 5 1.000
Total 100 19.500
Nilai maksimal domain 30.000
Nilai komposit domain 65,00
Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil penilaian domain teknik penangkapan ikan mendapatkan nilai komposit sebesar 65,00 dan skor indikator
rata-rata sebesar 2,00 berada pada kategori sedang (kuning). Indikator CpUE baku memiliki skor 2 (kuning) disebabkan
adanya fluktuasi dan cenderung meningkat selama periode 2017 sampai 2021. Menurut Salmarika dkk., (2018),
penurunan CPUE sebagai salah satu indikasi terjadinya penurunan stok sumber daya ikan. Penurunan tersebut
disebabkan kelimpahan ikan tongkol yang menurun namun jumlah armada penangkapan purse seine terus bertambah
setiap tahunnya. Penurunan stok ikan secara terus-menerus dapat memicu growth overfishing dan mengancam
keberlanjutan sumber daya ikan tongkol. Menurut Widodo dkk., (2014) peristiwa growth overfishing dapat terjadi
apabila penurunan biomassa ikan tongkol karena kegiatan penangkapan lebih besar dibandingkan dengan
penambahan biomassanya yang dihasilkan dari proses pertumbuhan.

Indikator tren ukuran ikan memiliki skor 2 (kuning), hal ini didasarkan pada informasi dari 40 responden, bahwa
sebanyak 80% responden menyatakan tidak terjadi perubahan ukuran ikan hasil tangkapan atau relatif tetap.
Berdasarkan pengukuran langsung terhadap 200 sampel ikan tongkol yang didaratkan di PPP Pasongsongan dapat
diketahui bahwa kisaran panjang ikan tongkol antara 17-31 cm (Gambar 3). Ukuran tersebut lebih kecil dibandingkan
dengan ukuran (length of maturity atau LM) ikan tongkol yang didaratkan di perairan Samudera bagian Barat Sumatera
berkisar antara 30-60 cm (Jatmiko dkk., 2014) dan ukuran antara 17-59 cm (Salmarika dkk., 2018).

Indikator proporsi ikan yuwana memiliki skor 1 (merah), hal ini didasarkan pada pengukuran langsung terhadap 200
sampel ikan tongkol yang didaratkan di PPP Pasongsongan bahwa rata-rata ikan tongkol yang tertangkap oleh nelayan
dengan purse seine 84% merupakan ikan yang masih yuwana atau juvenile. Tertangkapnya ikan tongkol yuwana diduga
karena operasi penangkapan purse seine yang dilakukan di sekitar rumpon sehingga mengakibatkan ikan tongkol
berukuran kecil di sekitar rumpon ikut tertangkap. Hal ini disebabkan bahwa rumpon pada prinsipnya merupakan
tempat berkumpulnya plankton dan ikan kecil lainnya, sehingga mengundang ikan-ikan besar untuk berkumpul
mencari makanannya (Sudirman & Mallawa, 2012). Jarak pemasangan rumpon yang berdekatan menambah
kemungkinan ikan tongkol ukuran yuwana lebih banyak tertangkap. Wiadnya dkk., (2018) menambahkan bahwa
rumpon dapat memikat ikan-ikan berukuran juvenile maupun ikan yang berukuran dewasa dalam berbagai kelimpahan
dan keragaman. Menurut Pratiwi dkk., (2020) ikan yuwana merupakan ikan yang belum matang gonad. Penangkapan
ikan yang baik apabila 90% hasil tangkapan telah bereproduksi (Darondo dkk., 2020). Ukuran pada mata jaring dapat
mempengaruhi hasil tangkapan (Pala & Yuksel, 2010).

Indikator komposisi hasil tangkapan berada pada skor 3 (hijau), hal ini didasarkan pada komposisi hasil tangkapan
pada tahun 2021, didominasi oleh ikan target tangkapan sebesar 99,8% dan 0,2% ikan non target. Hasil tangkapan
nelayan purse seine yang berbasis di PPP Pasongsongan secara keseluruhan didominasi oleh komoditas ikan target
seperti ikan layang (1.707,10 ton), tembang (635,61 ton), tongkol (264, 49 ton), semar (127,769 ton), selar kuning
(111,37 ton), kembung (70,82 ton), tetengkek (54,50 ton), layur (53,82 ton) dan bentong (47,49 ton), sedangkan 0,2%
ikan non-target terdiri dari ikan pari kekeh (4,77 ton) dan pari kikir (0,90 ton). Kondisi tersebut juga serupa dengan
penelitian. Serupa dengan hasil penelitian Salmarika dkk., (2018) bahwa komposisi hasil tangkapan pukat cincin secara
keseluruhan didominasi oleh ikan target dibandingkan dengan ikan non target. Perbedaan jumlah hasil tangkapan
dapat disebabkan karena perbedaan musim penangkapan dan daerah penangkapan ikan (fishing ground) setiap kapal
yang berbeda-beda (Nelwan dkk., 2016). Menurut Wagiyo dkk., (2018) kesamaan habitat dan sifat bergerombolan ikan
terhadap aggregator ikan pelagis dan sifat selektivitas pukat cincin menyebabkan ikan tongkol berinteraksi dengan ikan
pelagis lainnya.

Range collapse merupakan suatu fenomena yang terjadi apabila stok ikan mengalami overfishing yang terjadi
akibat kegiatan eksploitasi secara terus menerus sehingga stok ikan semakin menipis yang mengakibatkan sulitnya
nelayan dalam menentukan lokasi penangkapan ikan (Suariningsih dkk., 2021). Indikator range collapse memiliki skor 2
(kuning), hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan nelayan purse seine terkait daerah penangkapan ikan tongkol
dalam 5 tahun terakhir relatif tetap. Nelayan purse seine yang mendaratkan ikan tongkol di PPP Pasongsongan
membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam menuju lokasi penangkapan ikan. Menurut Sose dkk. (2022), pemilihan
daerah penangkapan ikan yang semakin jauh dilakukan nelayan karena keberadaan ikan sangat sulit ditemukan pada
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daerah penangkapan yang sering didatangi nelayan. Menurut Sudarmo dkk. (2013) dalam penelitiannya menyatakan
bahwa pemilihan lokasi daerah penangkapan ikan dipengaruhi oleh ketersediaan dari sumberdaya ikan itu sendiri.

Spesies ETP (Endangered, Threatened, dan Protected) merupakan spesies yang dilindungi (Suariningsih dkk., 2021).
Indikator spesies ETP memiliki skor 2 (kuning), Hasil wawancara dengan nelayan purse seine bahwa selama melaut
mereka tidak pernah melakukan penangkapan terhadap jenis spesies yang tergolong spesies langkah dan dilindungi.
Nelayan mengatakan bahwa selama proses penangkapan memang sering ditemukan beberapa spesies ETP yang tidak
sengaja terperangkap oleh alat tangkap nelayan, seperti lumba-lumba dan penyu. Nelayan juga mengatakan bahwa
rata-rata jumlah spesies ETP yang tertangkap tidak lebih dari 3 ekor. Perlakuan yang diberikan kepada spesies yang
tertangkap tersebut yaitu apabila masih hidup maka akan dilepaskan kembali ke laut, karena nelayan sudah memiliki
pemahaman dan kesadaran akan peraturan mengenai larangan penangkapan terhadap spesies ETP tersebut. Namun
apabila ada spesies ETP yang terperangkap dan mati maka dibawa ke rumah untuk dijual maupun diolah untuk
dikonsumsi. Simbolon (2019) menyebutkan bahwa karakteristik daerah penangkapan ikan yang dinamis dipengaruhi
oleh faktor utama berupa variabilitas lingkungan perairan, penggunaan teknologi dan respons sumberdaya ikan.

Domain teknik penangkapan ikan

Tabel 5. Hasil penilaian pada domain teknik penangkapan ikan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan
Indikator Skor Bobot Nilai Indeks

Metode penangkapan yang bersifat destruktif dan ilegal 3 30 9.000
Modifikasi alat tangkap dan alat bantu penangkapan 1 25 2.500
Kapasitas penangkapan 3 15 4.500
Tingkat selektivitas penangkapan 2 15 3.000
Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal 3 10 3.000
Sertifikat awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan 1 1 100
Total 100 22.500
Nilai maksimal domain 30.000
Nilai komposit domain 73,67
Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil penilaian domain teknik penangkapan ikan mendapatkan nilai komposit sebesar 73,67 dan skor indikator
rata-rata sebesar 2,17 yang berada pada kategori sedang (kuning). Secara keseluruhan, indikator penangkapan ikan
yang bersifat destruktif berada pada skor 3 (hijau), sebagian besar nelayan purse seine menyatakan tidak ada
penangkapan ikan tongkol yang bersifat destruktif atau frekuensi pelanggaran < 5 kasus dalam satu tahun terakhir.
Indikator modifikasi alat penangkapan ikan berada pada skor 1 (merah). Berdasarkan pengukuran langsung terhadap
200 sampel ikan tongkol yang didaratkan di PPP Pasongsongan dapat diketahui bahwa kisaran panjang ikan tongkol
yang dominan tertangkap adalah 22–26 cm. Ukuran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan ukuran (length of
maturity atau LM) ikan tongkol yang didaratkan di perairan Samudera Hindia, tepatnya bagian barat Sumatera pada
periode 2014 dengan kisaran ukuran sebesar 30-60 cm (Jatmiko dkk., 2014). Teridentifikasi ada upaya modifikasi alat
tangkap purse seine terutama penggunaan mesh size (mata jaring) yang berukuran kecil. Hal ini dilakukan nelayan
untuk meningkatkan hasil tangkapan. Menurut Simbolon (2019), usaha penangkapan ikan dapat menyebabkan
degradasi daerah penangkapan ikan di pesisir karena tingginya penangkapan ukuran ikan yang tidak layak tangkap
akibat penggunaan alat tangkap yang tidak selektif.

Indikator kapasitas perikanan dan upaya penangkapan berada pada skor 3 (hijau), hal ini didasari pada distribusi
nilai fishing capacity. Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 5), dapat diketahui bahwa rasio kapasitas penangkapan ikan
tongkol selama 5 tahun terakhir (2017-2021) yaitu sebesar 1,12 (R > 1). Menurut Makailipessy dan Abrahamsz (2023),
nilai R menunjukkan perbandingan atau besaran kapasitas penangkapan dibagi aktivitas penangkapan, jika nilai R
melebihi 1 menunjukkan nilai fishing capacity yang baik.

Tabel 6. Rasio kapasitas penangkapan perikanan tongkol di Kabupaten Sumenep tahun 2017 - 2021
Tahun Fishing Capacity (ton/tahun) Rasio (%)
2017 48.190.983 0
2018 37.879.684 0,78603260
2019 110.857.049 2,92655687
2020 155.260.375 1,40054580
2021 76.043.566 0,48978090

Rerata 1,12058323
Sumber: Data Diolah (2022)

Tingkat selektivitas penangkapan, serta kesesuaian fungsi dan ukuran kapal pada dokumen legal juga menjadi
indikator adanya penggunaan teknik penangkapan yang ramah lingkungan (Jaya dkk., 2018). Teknik penangkapan ikan
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yang digunakan pada umumnya masih mempertimbangkan selektivitas dan produktivitas alat tangkap yang ramah
lingkungan. Hal ini perlu dipertahankan untuk kelestarian sumber daya di perairan (Ditya dkk., 2022). Indikator
selektivitas penangkapan berada pada skor 2 (kuning) dikarenakan komposisi hasil tangkapan utama dibandingkan
hasil tangkapan sampingan yang didaratkan di PPP Pasongsongan adalah sebesar 69,8%. Menurut Rofiqo dkk. (2019)
jika proporsi hasil tangkapan sasaran utama > 60% maka suatu alat tangkap dapat dikatakan ramah lingkungan.
Menurut Food and Agriculture Organization [FAO] (1995) menyatakan bahwa selektivitas alat tangkap ikan yang ideal
sangat berkaitan dengan kemampuan mendapatkan ikan target secara efektif dan efisien serta meminimalisir hasil
tangkapan sampingan (bycatch). Lebih lanjut Prayitno dkk. (2017); Elvany (2019), selektivitas penangkapan ikan
berkaitan dengan sifat aplikatif alat tangkap yang ramah lingkungan.

Indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal berada pada skor 3 (hijau). Pengecekkan
kesesuaian kapal purse seine di wilayah PPP Pasongsongan dilakukan dengan wawancara kepada nelayan responden
terkait dimensi kapal seperti panjang, lebar, tinggi. Informasi yang diperoleh adalah fungsi dan ukuran kapal purse
seine sesuai dengan dokumen yang dimilikinya. Menurut Wahyudin dkk. (2019) atribut kesesuaian fungsi dan ukuran
kapal dengan dokumen legal, memiliki pengaruh penting, karena bila persentase kesesuaian dokumen legal rendah,
maka dapat diperkirakan pada wilayah perairan tersebut masih terjadi Tindakan illegal fishing, yang tentunya dapat
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan.

Indikator sertifikat awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan berada pada skor 1 (merah). Berdasarkan hasil
penelitian, ditemukan seluruh responden nelayan purse seine tidak memiliki dokumen legal dan sertifikat kecakapan
awak kapal. Budiman dkk. (2016) menyatakan bahwa langkah tegas harus diambil pemerintah demi memenuhi
kompetensi nelayan dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini dapat dicapai melalui diklat informal maupun formal.
Menurut Amin dkk. (2018) sertifikat sebagai suatu standar kompetensi nelayan sangat penting guna penerapan
kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Selain itu, untuk memberikan standarisasi keahlian terhadap
profesi nelayan, mencegah penipuan dan pembohongan serta penyalahgunaan keahlian yang dimilikinya.

Domain ekonomi

Tabel 7. Hasil penilaian pada domain ekonomi perikanan tongkol di PPP Pasongsongan
Indikator Skor Bobot Nilai Indeks

Pendapatan rumah tangga RTP 1 40 4.000
Kepemilikan Aset 2 60 12.000
Total 100 16.000
Nilai maksimal domain 30.000
Nilai komposit domain 53,00
Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil penilaian domain ekonomi menghasilkan nilai komposit sebesar 53,00. Skor rata-rata 1,50 berada pada nilai
rendah (merah) (Tabel 7). Hasil penilaian masing-masing indikator menunjukkan bahwa indikator kepemilikan aset
berada pada skor 2 (kuning) disebabkan responden tidak memiliki perubahan jumlah aset atau kepemilikan asetnya
tetap dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Tarigan dkk. (2020) menyatakan bahwa jika rasio tabungan memiliki nilai
positif, maka nelayan memiliki kemampuan untuk menambah jumlah aset yang mereka miliki, dan sebaliknya bila rasio
tabungan negatif maka nelayan tidak memiliki kemampuan untuk menambah aset mereka. Indikator pendapatan
rumah tangga (RTP) memiliki skor 1 (merah) disebabkan oleh responden memiliki pendapatan rata-rata berada di
bawah upah minimum Kabupaten Sumenep yaitu sebesar Rp 1.534.825 per bulan. Besaran Upah Minimum Kabupaten
(UMK) di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022 sebesar Rp 1.978.927
per bulan. Pendapatan rumah tangga perikanan tergantung dari jumlah hasil tangkapan ikan tongkol. Pada saat musim
ikan, harga ikan tongkol di wilayah pasongsongan lebih rendah dibandingkan pada saat sedang atau paceklik. Fluktuasi
hasil tangkapan ikan dipengaruhi oleh jumlah upaya atau trip penangkapan ikan yang dilakukan (Ahmad, 2015;
Situmorang dkk., 2018; Ishak dkk., 2020). Fluktuasi hasil tangkapan ikan secara bulanan erat kaitannya dengan musim
penangkapan ikan. Ahmad (2015) menyatakan bahwa musim penangkapan ikan merupakan kondisi dimana kegiatan
penangkapan ikan dilakukan lebih intensif dibandingkan dengan periode lainnya dalam setahun.

Karakteristik nelayan dipengaruhi perubahan cuaca atau iklim (Gamito dkk., 2015; Rahim dkk., 2019) serta
dipengaruhi juga oleh perubahan musim penangkapan (Rola dkk., 2018; Rahim dkk., 2019). Hal tersebut berpengaruh
pada hasil tangkapan sehingga berdampak pada pendapatan usaha (Rahim dkk., 2018; Rahim dkk., 2019) dan ekonomi
rumah tangganya (Rahim & Hastuti, 2018; Rahim dkk., 2019). Faktor penting berkembangnya usaha perikanan nelayan
adalah modal usaha dengan tetap memelihara kearifan lokal di wilayahnya (Nnd & Hapsari, 2012; Primyastanto dkk.,
2013; Nanlohy dkk., 2017).
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Domain sosial

Tabel 8. Hasil penilaian domain sosial pada perikanan tongkol di PPP Pasongsongan
Indikator Skor Bobot Nilai Indeks

Partisipasi pemangku kepentingan 2 40 12.000
Konflik nelayan 3 35 10.500
Pengetahuan lokal terhadap pengelolaan perikanan 2 25 5.000
Total 100 23.500
Nilai maksimal domain 30.000
Nilai komposit domain 78,33
Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil penilaian mendapatkan nilai komposit sebesar 78,33 dengan skor indikator rata-rata sebesar 2,33 dalam
kategori tinggi (kuning) (Tabel 8). Berdasarkan penilaian indikator partisipasi pemangku kepentingan memiliki skor 2
(kuning). Sebanyak 83% responden menyatakan partisipasi pemangku kepentingan di antara 50-100%. Indikator konflik
nelayan purse seine memiliki skor 3 (hijau) disebabkan semua responden menyatakan konflik nelayan yang umumnya
terjadi di wilayah Pasongsongan adalah pencurian rumpon. Pencurian rumpon terjadi ketika telah tiba musim ikan di
daerah penangkapan ikan. Pencurian rumpon biasanya dilakukan saat pemilik rumpon sudah kembali ke darat.
Menurut Sari dkk. (2010), tinggi rendahnya intensitas konflik disebabkan adanya perbedaan teknologi penangkapan
nelayan, terbatasnya wilayah teritorial, distribusi spesies target penangkapan dan jumlah nelayan yang
memperebutkannya. Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan perikanan memiliki skor 2 (kuning).
Sebesar 35% responden memiliki pemahaman dasar tentang pengelolaan perikanan tongkol seperti habitat ikan
tongkol dan ukuran minimum ikan tongkol yang boleh ditangkap. Kearifan lokal merupakan solusi perlindungan
sumberdaya perikanan dan pemenuhan ekonomi (Hamid dkk., 2017; Betaubun dkk., 2019).

Domain kelembagaan

Tabel 9. Hasil penilaian domain kelembagaan pada perikanan tongkol di PPP Pasongsongan
Indikator Skor Bobot Nilai Indeks

Tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab 3 26 7.800
Kelengkapan aturan main 2 25 5.000
Mekanisme pengambilan keputusan 2 18 3.600
Rencana pengelolaan perikanan 2 15 3.000
Tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan 3 11 3.300
Kapasitas pemangku kepentingan 3 5 1.500
Total 24.200
Nilai maksimal domain 30.000
Nilai komposit domain 80,67
Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil penilaian domain kelembagaan menunjukkan nilai komposit sebesar 80,67 dengan rata-rata 2,38 dan skor
indikator pada kategori sedang (kuning) (Tabel 9). Berdasarkan hasil penilaian indikator domain kelembagaan, indikator
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggungjawab memiliki skor 3 (hijau). Secara formal nelayan
purse seine tidak ada yang melakukan pelanggaran dalam 1 tahun terakhir, sedangkan secara non formal berdasarkan
hasil wawancara terhadap responden di wilayah pasongsongan tidak ditemukan pelanggaran khususnya terkait
penggunaan alat tangkap terlarang seperti penggunaan bom maupun racun potas.

Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan tongkol memiliki skor 2 (kuning). Hal ini
disebabkan belum adanya aturan di tingkat daerah seperti Peraturan Bupati namun telah tersedia Keputusan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang Dan
Tongkol yang mengakomodir 3-5 domain EAFM. Menurut Gazali (2019), aturan yang tersedia belum tentu menjamin
berjalannya aturan tersebut dengan baik, namun harus tetap diikuti dan terlaksananya penegakan hukum yang
berjalan sesuai fungsi dari aturan tersebut.

Indikator mekanisme pengambilan keputusan memiliki skor 2 (kuning) dikarenakan dalam pengambilan keputusan
terkait pengelolaan perikanan terdapat koordinasi antar lembaga, tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedur)
namun belum berjalan efektif. Indikator rencana pengelolaan perikanan memiliki skor 2 (kuning) karena terdapat RPP
WPPNRI 712 namun belum dijalankan. Indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan
berjalan baik sehingga memiliki skor 3 (hijau), hal ini disebabkan adanya koordinasi antar tiap lembaga/stakeholders
terkait perijinanan, operasionalisasi alat tangkap, dan kebijakan tidak tumpang tindih serta saling mendukung satu
sama lain. Indikator kapasitas pemangku kepentingan memiliki skor 3 (hijau) didasari adanya peningkatan kapasitas
dengan berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang menunjang pengelolaan perikanan tongkol.
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Cinner dkk. (2012) menyatakan bahwa pengelolaan perikanan bisa efektif tergantung pemahaman kondisi sosial
dan kelembagaan yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan. McClanahan dkk. (2014) berpendapat pada tingkat
nelayan secara individual, peningkatan kapasitas dan partisipasi mereka merupakan upaya untuk meningkatkan
dukungan terhadap pengelolaan berkelanjutan. Pada kondisi ini, adopsi aturan pengelolaan akan berjalan dengan baik
karena meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan perikanan. Makailipessy dan Abrahamsz (2023) menyatakan
bahwa upaya dalam mengidentifikasi masalah dan isu pengelolaan harus didukung dengan respons kelembagaan. Di
sisi lain sangat dibutuhkan upaya-upaya pengorganisasian pengelola, dan tindakan pengelolaan. Sedangkan dalam
keberhasilan implementasi pembangunan masyarakat sangat tergantung pada peran pemerintah dan masyarakat
(Paulus & Sobang, 2014; Aprilianti dkk., 2015) sehingga keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas
pengambilan keputusan, terutama karena masyarakat adalah aktor utama dalam pengelolaan perikanan.

Hasil perhitungan total nilai komposit domain EAFM perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep berkisar
antara 16.000 – 24.200 dengan nilai agregat 21.140. Nilai komposit maksimum domain EAFM adalah 8.700 dan nilai ini
dapat dicapai jika semua indikator mendapatkan skor maksimum 3. Dari hasil perhitungan nilai komposit domain
menunjukkan bahwa nilai komposit domain berkisar antara 53,33 – 80,67 dengan nilai komposit agregat 70,20. Hasil
perhitungan skor indikator setiap domain menunjukkan nilai skor berkisar antara 1,50 – 2,38 dengan nilai skor rata-rata
2,08 untuk semua domain EAFM. Hasil analisis nilai komposit agregat dan nilai skor indikator rata-rata untuk seluruh
domain EAFM menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep tergolong kategori
baik (Tabel 10). Kontribusi domain ekonomi dalam pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep
tergolong sedang. Hal terutama disebabkan sebagian besar dari indikator dalam domain ekonomi berada di bawah
reference point. Dalam upaya perbaikan pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep maka
perbaikan indikator domain ekonomi menjadi prioritas. Domain kelembagaan merupakan domain yang bernilai paling
baik dibandingkan domain yang lainnya, hal ini menunjukkan pengelolaan perikanan dari aspek kelembagaan sudah
sangat baik dan perlu untuk dipertahankan, sedangkan untuk domain sumber daya ikan, teknik penangkapan ikan, dan
sosial perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 10. Penilaian keseluruhan domain EAFM pada perikanan tongkol di PPP Pasongsongan

Domain Nilai Perhitungan
Nilai Batas
Maksimum Nilai komposit Skor Indikator Deskripsi

Sumber daya ikan 19.500 8.700 65,00 2,00 Baik
Teknik penangkapan ikan 22.500 8.700 73,67 2,17 Baik
Ekonomi 16.000 8.700 53,33 1,50 Sedang
Sosial 23.500 8.700 78,33 2,33 Baik
Kelembagaan 24.200 8.700 80,67 2,38 Sangat baik
Agregat 21.140 8.700 70,20 2,08 Baik
Sumber: Data Diolah (2022)

Tindakan pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan Kabupaten Sumenep

Tindakan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di PPP Pasongsongan Sumenep diperlukan untuk
mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan tongkol yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan
bahwa status pengelolaan sumber daya ikan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep berdasarkan indicator EAFM
termasuk kategori “Baik”, pemanfaatannya tetap memerlukan upaya kehati-hatian agar tetap berkelanjutan sehingga
tindakan yang dapat direkomendasikan untuk masing-masing domain yaitu:

1) Domain sumber daya ikan

Terkait dengan domain sumber daya ikan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep maka tindakan pengelolaan yang
dapat direkomendasikan adalah pengendalian dan pengaturan upaya penangkapan purse seine. Menurut Alhuda dkk.
(2016), pengendalian upaya penangkapan purse seine dapat dilakukan dengan mengatur jumlah kapal, alat tangkap,
waktu dan daerah penangkapan serta pembatasan kuota penangkapan. Sejalan dengan hasil penelitian yang
menyatakan bahwa pengendalian upaya penangkapan pengendalian dapat dilakukan dengan mengatur jumlah armada
penangkapan, melakukan pengaturan zona penangkapan, dan mengatur ukuran panjang ikan tongkol yang boleh
ditangkap. upaya penangkapan yang dilakukan secara tepat dapat menjaga tingkat eksploitasi secara lestari dan
meningkatkan produktivitas hasil tangkapan per upaya (CPUE) (Suman dkk., 2017). Pengaturan upaya penangkapan
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan purse seine sehingga diharapkan akan meningkatkan CPUE per
tahun (Simbolon dkk., 2011).

Tindakan pengelolaan kedua yang dapat disarankan adalah menerapkan sistem buka tutup daerah penangkapan
ikan (open close system) dengan tujuan mengatur waktu penangkapan ikan sehingga memberikan kesempatan ikan
yang masih berukuran yuwana untuk bisa bertumbuh dewasa dimana hal ini dapat berdampak juga pada intensitas
penangkapan ikan yang dapat dikendalikan. Menurut Nurdin dkk. (2012), pengaturan waktu penangkapan ikan perlu
dilakukan agar kegiatan perikanan tangkap dapat lebih efisien dengan melakukan pengaturan jumlah armada
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penangkapan ikan pada periode tertentu. Penutupan daerah penangkapan ikan dapat dilakukan pada waktu tertentu,
kemudian dibuka pada waktu lain untuk nelayan melakukan penangkapan atau disebut dengan pendekatan penutupan
musim penangkapan (close season) atau kontrol terhadap musim penangkapan ikan (Usemahu dkk., 2022).

Tindakan pengelolaan ketiga yang dapat diusulkan adalah melakukan pengawasan kegiatan perikanan tangkap
terkait selektivitas alat tangkap, mengurangi pemanfaatan terhadap spesies ETP, membuat rekomendasi perlindungan
terhadap spesies ETP. Menurut Salmarika dkk. (2018), untuk mengatasi spesies ETP dan hasil tangkapan non target
maka perlu penegakan hukum untuk memastikan nelayan dan pelaku perikanan mematuhi (compliance) terhadap
peraturan dan perundangan terkait pengelolaan perikanan yang berlaku. Yonvitner dkk. (2020) juga menyatakan
bahwa perlu dikembangkan proses pendekatan alat tangkap atau proses penangkapan yang tidak menyebabkan resiko
bycatch tertangkap terutama kelompok ETP, serta pengawasan berkala terhadap proses penangkapan ikan pelagis yang
juga menangkap bycatch.

2) Domain teknik penangkapan ikan

Tindakan pengelolaan perikanan tangkapan tongkol di PPP Pasongsongan Sumenep yang dapat direkomendasikan
adalah peningkatan pengawasan, penegakan hukum, pengendalian perizinan alat penangkapan dan alat bantu
penangkapan, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap alat tangkap yang tidak selektif.
Menurut Septiawan dan Primasari (2022), aktivitas pengawasan dilakukan untuk mengatasi kemungkinan peningkatan
pelanggaran yang dapat terjadi terkait modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan. Pengawasan
dapat dilakukan oleh instansi pengawas pada saat nelayan mengurus surat perlengkapan melaut atau pengawasan
langsung di perairan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 84% ikan tongkol yang tertangkap masih memiliki ukuran yang belum
layak untuk ditangkap. Nelayan purse seine yang berbasis di PPP Pasongsongan Sumenep selama ini menggunakan
ukuran mata jaring 1 inch. Hal ini diduga menjadi penyebab tingginya persentase ikan yuwana tertangkap. Berdasarkan
Permen KP No. 59/2020 ukuran mata jaring yang diperbolehkan untuk purse seine dengan target tangkapan ikan
pelagis besar yaitu > 1 inch dan dioperasikan pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI. Hal ini bertujuan
untuk mencegah ikan tongkol yang masih berukuran yuwana ikut tertangkap. Menurut Ranto dkk. (2021), penggunaan
mata jaring dengan mesh size 1 inch dinilai dapat menyebabkan overfishing sehingga dapat mempengaruhi stok ikan di
laut karena dengan mesh size 1 inch ikan berukuran kecil juga bisa ditangkap.

Implementasi tindakan pengelolaan pada domain ini juga dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan awak kapal
perikanan dan penyederhanaan proses sertifikasi awal kapal agar nelayan purse seine dapat melakukan pembaruan
sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku secara mudah. Menurut Budiman dkk. (2016), menyatakan bahwa
penguasaan kompetensi setiap awak kapal dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang didapatkan
melalui pendidikan dan latihan serta uji sertifikasi awak kapal penangkap ikan oleh badan berwenang agar dapat
meminimalkan dampak penangkapan ikan yang dilakukan secara destruktif dan ilegal di Indonesia.

3) Domain ekonomi

Penilaian indikator EAFM pada domain ekonomi menunjukkan kondisi yang paling buruk dibandingkan dengan
domain lain. Hal tersebut menjadikan domain ekonomi sebagai prioritas pengelolaan. Tindakan pengelolaan yang
perlu dilakukan yakni menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga pendapatan
nelayan menjadi lebih menjamin kesejahteraan nelayan khususnya ABK. Rejeki dkk. (2016) menyatakan bahwa sistem
bagi hasil yang tidak baku sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antara pemilik kapal, nakhoda, maupun
ABK. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nelayan purse seine yang berbasis di PPP Pasongsongan memiliki
pendapatan yang lebih kecil dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumenep dan kepemilikan aset yang
rendah. Tindakan pengelolaan yang dapat direkomendasikan adalah pengembangan diversifikasi usaha, alternatif
livelihood dan penyuluhan tentang kepemilikan aset. Menurut Atmaja (2013), diversifikasi usaha penangkapan
merupakan strategi dan respon adaptif pengusaha (pemilik kapal) dan nelayan terhadap perubahan dalam kelimpahan
sumber daya, kondisi lingkungan dan hambatan peraturan. Salah satu strategi alternatif dalam sistem usaha perikanan
purse seine adalah diversifikasi produk pengolahan perikanan (Mahulette & Wijopriono, 2010). Alternatif pekerjaan
lain ketika nelayan tidak melaut, misalnya mengolah ikan hasil tangkapan menjadi olahan ikan asin, ikan asap bahkan
kerupuk ikan yang dapat menjadi nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Salatan dkk., 2018).

4) Domain sosial

Hasil penilaian indikator EAFM terhadap pengelolaan ikan tongkol yang berbasis di PPP Pasongsongan Kabupaten
Sumenep pada domain sosial tergolong baik. Namun, dalam penerapannya tetap diperlukan tindakan pengelolaan
agar keadaan tersebut dapat dipertahankan. Tindakan pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan
kondisi tersebut adalah meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan perikanan tongkol dan
memperkuat partisipasi masyarakat melalui sistem kearifan lokal yang sudah terbangun lama. Sinergi atas pemangku
kepentingan yang kuat juga dapat mencegah konflik antar nelayan, karena konflik rentan terjadi antara pihak yang
berbeda pandangan. Menurut Yasyfi dkk. (2022), konflik dalam pengelolaan perikanan umumnya berawal dari
ketidaksetaraan antara beberapa pihak yang berbeda pandangan. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antar
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pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan tongkol di Kabupaten Sumenep harus terus dilakukan secara
berkelanjutan. Sari dkk. (2022) menyatakan bahwa konflik perikanan yang terjadi dapat ditekan dengan adanya
partisipasi para pemangku kepentingan melalui penyuluh setempat. Septiawan dan Primasari (2022) juga menyatakan
bahwa kuatnya kerjasama antar pemangku kepentingan juga akan mencerminkan upaya dalam mencegah konflik baik
antar nelayan maupun pengusaha perikanan lainnya.

5) Domain kelembagaan

Berdasarkan penilaian indikator EAFM pada domain kelembagaan, tindakan pengelolaan yang bisa dilakukan
adalah meningkatkan konsistensi dan efektivitas regulasi melalui penegakan hukum secara adil bagi setiap
pelanggaran, hal ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan aturan main dalam pengelolaan
perikanan tongkol di PPP Pasongsongan yang masih belum dijalankan dengan efektif. Hal tersebut dilakukan dengan
pertimbangan yang cukup sering terjadinya illegal fishing 2-4 kali dalam setahun. Menurut Aprilia dkk. (2017), aspek
hukum dan kelembagaan berperan penting dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Tindakan yang kedua adalah melakukan monitoring kelembagaan terkait mekanisme pengambilan keputusan
dalam pengelolaan perikanan tongkol di PPP Pasongsongan, hal ini terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada PPP Pasongsongan yang masih belum sepenuhnya dijalankan dan belum berjalan efektif. Tindakan pengelolaan
yang ketiga adalah melakukan monitoring dan pendampingan penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan tongkol.
Rencana pengelolaan ini sangat diperlukan agar implementasi aksi pengelolaan menjadi lebih terarah dalam mencapai
tujuan pengelolaan. Menurut Septiawan dan Primasari (2022), menyusun RPP tongkol di PPP Pasongsongan ini perlu
adanya sinergisitas kebijakan dan kelembagaan serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam hal ini
pihak otoritas pengelola perikanan yang merepresentasikan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun
kabupaten/ kota. Muawanah dkk. (2018) menambahkan, kombinasi partisipasi antar pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dapat membantu mewujudkan pengelolaan yang kokoh.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan nilai komposit domain menunjukkan bahwa nilai komposit domain berkisar antara 53,33 – 80,67
dengan nilai komposit agregat 70,20. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa status pengelolaan sumber daya ikan
tongkol yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan secara umum berada dalam kondisi yang baik.
Domain yang menunjukkan pengelolaan SANGAT BAIK adalah domain kelembagaan. Sementara untuk domain sumber
daya ikan, teknik penangkapan ikan, dan sosial dengan status BAIK. Selanjutnya domain ekonomi berstatus SEDANG.
Buruknya domain ekonomi dibandingkan dengan domain yang lain menunjukkan bahwa aktivitas perikanan tongkol
yang berbasis di PPP Pasongsongan ternyata belum mampu meningkatkan pendapatan yang layak bagi nelayan purse
seine.

Tindakan pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di PPP Pasongsongan Sumenep diprioritaskan pada domain
ekonomi, domain sumber daya ikan, serta teknik penangkapan ikan yaitu menciptakan diversifikasi usaha bagi rumah
tangga perikanan purse seine, membuat regulasi pembatasan upaya penangkapan dan ukuran minimal ikan tongkol
yang boleh ditangkap; melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan tongkol terkait selektivitas
alat tangkap dan metode penangkapan; serta pelatihan dan sertifikasi awak kapal perikanan purse seine.

SARAN

Nelayan perlu mengembangakan mata pencaharian alternatif melalui kegiatan diversifikasi hasil perikanan maupun
ekowisata bahari, dan peningkatan kapasitas perempuan pada rumah tangga perikanan melalui intervensi peningkatan
nilai tambah berbasis potensi lokal dan manajemen usaha di tingkat rumah tangga nelayan purse seine. Pihak
pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap alat tangkap yang tidak selektif,
memberikan pelatihan awak kapal perikanan dan penyederhanaan proses sertifikasi awal kapal agar nelayan purse
seine dapat melakukan pembaruan sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku secara mudah, meningkatkan
kerja sama antar stakeholder dalam rencana pengelolaan perikanan tongkol yang berbasis di PPP Pasongsongan
Kabupaten Sumenep terus dilakukan secara berkelanjutan.
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